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Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara
kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta
Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selamaini masih terdapat beberapa
barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah.
Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis
mengalihkan kekayaan PT KAl karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan
badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan
mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal
Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan
modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negarawajib melalui
mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar
penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian
Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KA,
sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum
jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.

...... This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned
property to PT Kereta Api Indonesiaor PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api
to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are
still not being

switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or
Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan isa public legal entity, while
Perum is a private public legal entity.

This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway
Company and state capital inclusion on PT KA to theories

about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods
towards the state-owned company must be done through a

transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make
those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned
properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAl must be pushing for a government
regulation

which includes state capital towards unidentified assets.
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